BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR    126 A    TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (TKP2LH) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009
BUPATI  BANTUL,
	Menimbang    :
	a.
	bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia perlu dijaga kelestariannya 

	
	
	

	
	b.
	bahwa pelaksanaan pembangunan harus diupayakan agar tidak menimbulkan dampak  yang merusak lingkungan hidup sehingga perlu penanganan secara cermat dan terkoordinasi dari semua pihak;

	
	
	

	
	c.
	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup  perlu dibentuk tim.

	
	
	

	
	d.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) Kabupaten Bantul Tahun 2009;

	
	
	

	Mengingat      :
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	
	
	

	
	2.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

	
	
	

	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	
	
	

	
	4.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

	
	
	

	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

	
	
	


	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

	
	
	

	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	

	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

	
	
	

	
	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

	
	
	

	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;


	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

	
	
	

	
	12.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

	
	
	

	
	13.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;




	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan          
	:
	

	
	
	

	 KESATU
	:
	Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) Kabupaten Bantul dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

	
	
	

	KEDUA
	:
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

	
	
	a. merencanakan tindakan-tindakan untuk menjamin tetap berfungsinya lingkungan hidup yang serasi, seimbang dan lestari;
b. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan peraturan dan kegiatan yang menyangkut pendayagunaan sumber daya alam dan masalah lingkungan hidup;
c. memantau kualitas lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan berkesinambungan; dan

d. menyiapkan, menyusun dan membuat laporan kepada Bupati baik secara berkala maupun insidentil.

	 
	
	

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.


	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.

	
	
	

	KELIMA
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	
	
	

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	
	
	Ditetapkan di Bantul

	
	
	pada tanggal  

	
	
	

	
	
	

	
	
	BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1.  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.  Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.  Kepala Inspektorat kab. Bantul;
4.  Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5.  Kepala BLH Kabupaten Bantul;
6.  Kepala DPKAD Kab. Bantul;
7.  Camat se-Kabupaten Bantul;
8.  Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  126 A TAHUN 2009
TANGGAL 30 April 2009
Susunan dan Personalia

	NO
	JABATAN

 DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KET

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pembina
	Bupati Bantul
	

	2.
	Pengarah
	1. Wakil Bupati Bantul

2. Asisten Pembangunan Setda Kab. Bantul
	

	3.
	Ketua
	Ka. BLH Kab. Bantul
	

	4.
	Wakil Ketua
	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan BLH Kab. Bantul
	

	5.
	Sekretaris
	Sekretaris BLH Kabupaten Bantul
	 

	6.
	Anggota
	1. Unsur Bappeda Bantul 
	Yudo Wibowo, ST

	
	
	2. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul
	Rudin

	
	
	3. Unsur DPU Kab. Bantul
	Erwin Prasmanta, ST

	
	
	4. Unsur Dinas KPP Kab. Bantul
	Subardi,S.Pt

	
	
	5. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	Nanang Kusworo, ST

	
	
	6. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
	Akhmad Sudiro

	
	
	7. Unsur Dinas Nakertrans Kab. Bantul
	Srining Wismi, SH

	
	
	8. Unsur Sumber Daya Air Kab. Bantul
	Heri Subagyo,ST,MM

	
	
	9. Unsur Sat. Pol.PP kab. Bantul
	Andri Kusmiarno

	
	
	10. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
	Kartika Cahyani, SH

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	11. Ka.  Bidang   Penataan   Hukum  dan Pengembangan kapasitas BLH Kab. Bantul

12. Ka. Bidang Konservasi dan Kerusakan BLH Kab. Bantul
13. Ka. Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran BLH Kab. Bantul

14. Ka. Sub. Bidang Dokumen Lingkungan BLH Kab. Bantul
	

	
	 
	15. Staf BLH Kabupaten Bantul
	1. Esti Rahayu,S.Si
2. Istinganah

3. Hartuti

4. Sarni

	
	
	
	


BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI






